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Sekda Imbau
Pengelola Anggaran
Rutin Lakukan

PONTIANAK, SP - Sek-

retaris Daerah  (Sekda)
Kota Pontianak Amirullah
mengimbau
anggaran daerah pada ma-
sing-masing dinas di ling-
kungan = Pemerintah Kota

(Pemkot) Pontianak untuk

rutin melakukan evaluasi

dan menyesuaikan aturan
perundang—undangan Hal

pengelolaan
pendapatan

buka Evaluasi Pelaksanaan

Pertanggungjawaban APBD
Tahun 2023, kemarin.

“Di tahun 2023,
; ditargetkan
sebesar Rpl,87 triliun, re-
alisasinya - sebesar Rpl,81

triliun atau tercapai 96,71
persen. ﬁelanja transfer di-
tnlm;,/

targetkan  Rpl82
realisasinya sebesar I{‘pl,

papar Amirullah.

Sekda  menerangkan,
laporan  pertanggungjawa-
ban pelaksanaan. APBD
tqubut sudah tfh:
laporan keuangan yang telah
diaudit eleh Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) den-

gan predikat Wajar Tanm

7 Pengecuahan (WTP) ke-3

ali secara berturut-turut.

itu ia katakan wsai mern-A - triliun -atau 93,38 persen, et %’Sedzmgkan secara total aset

milik Pemkot Pontlanak :

sebesar ' Rp10 triliun dan
ekultas dana sebesar Rp9,94

Kota Pontianak Zulkarnain gﬁ«;%awabarf pelaksanaan
menjelaskan kegiatan eval- untuk menguji kes-
uasi merupakan tindak 1an-§,- esualan dgngan peraturan

gat pengelolaan keuangan
merupakan unsur penting,
sehingga dibutuhkan pema-

triliun. =
“Pelaporan saldo ang-
garan leblh pada awal peri-

‘haman dalam. :
“Peserta hari ini adalah
Pengguna Anggaran (PA)

 jut penyusunan rancangan da&mhkabupagendan kota,”_
perencanaan aﬂ&aran'séfrta f%zunb@my&
~arahan Gubernur K n-  Zulkarnain menyampal—

sar Rp23 miliardan © tan Barat (Kalbar). . kan, kegiatan dlra,ngkalkan dan Kuasa Pengguna Ang-

1ggaran lebih akhir “Bahwa _Gubernur se- dengan Fodus Groquxscus— garan, Pejabat Pengelola

48 '59,11 miliar,”  laku wakil pemermtdh pusat  sion (FGD) sesuai’peramran geeymlgaﬁ dan Bendahara

) melakukan ~evaluasi “ter-  Menteri Dalam Negeri no- ngeluaran, narasumber

i hadap rancangan peraturan ' mor’ 77 tahun 2020. Acara darlﬁKAb Provinsi Kalbar,”
ganéanAsethaera]i (BKAD) daerah _tentang pertang- ini perlu digelar mengin- nya. (din)

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



